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BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2024
*
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN O PN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE
TAHUN ANGGARAN 2023 Q

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG A

bahwa untuk ketentuan Pasal 23

ayat (4) Peratura ntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Kduay

1/Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah te% Yertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendap;\ Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.;

8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

S
Xﬂonesia Tahun 1945:
é N

Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik

i (b Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

¢



E}"{.

8.

10.

SO

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan le¢mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .c.e ana
telah beberapa kali diubah terakhir denga\‘ndang—

Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten@ ?enetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Un%ndang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta rjak jadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tamba @lb ran Negara Republik

N

ahun 2022 tentang Hubungan

Indonesia Nomor 6856

Undang-Undang No
Keuangan AntaraPéméfintah Pusat dan Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nofaor™s,

Inxi:' omor 67357);
Perqitgan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

dukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

ambahan Lembaran Negara Republik

dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

§



1L1.

12.

13,

16.

-

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 tang
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanNnerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik @
2017 Nomor 73, Tambahan Lemba ra\ cgara Republik

Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomu
Hak Keuangan dan Admi @

eSia Tahun

“
lahun 2017 tentang

Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan at®*Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indones ahun 2017 Nomor 106)
sebagaimana tel: 1 dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Ta P23 tentang Perubahan atas Peraturan

or 18 Tahun 2017 tentang Hak
K dan Administratif Pimpinan dan Anggota
\ Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

D .
ﬁbﬁk Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

Pemerin

6,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

15.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

2

Nomor 754);
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7.

18.

19.

20:

21.

22,

4-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62,t 017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuan& aerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggun b‘an Dana
Operaional (Berita Negara Republi donesia Tahun
2017 Nomor 1067); A

Peraturan Menteri Dalam N or 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Peng '@1, enganggaran Dalam
Anggaran Pendapata &el&nja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pe Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjaw €nggunaan Bantuan Keuangan
Partai Polit bagaimana telah diubah dengan
Peratur téf] Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tem a@mbahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
NX 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Qﬁnggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
osDaerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781); ¢



-

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran %
Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagun; 6r Nomor
0S5 Tahun 2022 tentang Anggaran apatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 3 aran Daerah
Kabupaten Tulungagung Ta omor 3 Seri A);

26. Peraturan Daerah Kab ungagung Nomor
3 Tahun 2023 tentang
dan Belanja Daerah @

Daerah Kabupater(bd

an Anggaran Pendapatan
Anggaran 2023 (Lembaran
agung Tahun 2023 Nomor 2

Seri A);
D Qujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN AT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

\ dan
t‘ > BUPATI TULUNGAGUNG
‘ (b MEMUTUSKAN:

Mene Q PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan

keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;



b

c¢. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

€. Neraca:

f. Laporan Arus Kas;

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan &h
“

N\

O
Pasal %
Laporan Realisasi Anggaran sebagal ksud dalam
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 20 Q.\ berikut :

a. Pendapatan 47 2
b. Belanja Rp. .510.341,23
¢. Pembiayaan

- Penerimaan q;: 782.262.732.342,38
- Pengeluaran 0 Rp. 33.454.850.688,00

\ Pembiayaan Neto Rp. ~ 748.807.881.654,38
aan Anggaran Tahun Berjalan Rp. 477.597.953.760,37

Wi

¢ Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

“Rp.  (271.209.927.894,01)

{alam Pasal 2 adalah sebagai
berikut:

Q: [1] Sehsm anggaran  dengan realisasi pendapatan  sejumiah

190.817.677.220,36 dengan rincian sebagai berikut ;

a, Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.652.174.455.959,00
b.  Realisasi Rp. 2.842.992.133.179,36
Selisth lebih Rp. 190.817.677.220,36
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(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.  (183.217.631.544,81) dengan rincian sebagai berikut :

a.  Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.099.772.409.719,00
b Realisasi Rp 2.916.554.778.174,19
Selisih kurang Rp (183.217.631.544,81)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.  374.035.308.765,17 dengan rincian sebagai berikut :
a. [defisit) setelah perubahan Rp. 447.597.953.760,00)
b.  Realisasi Rp. (73.562.644.994,83)
Selisih lebih Rp. 374.039808.765,17
(4) Sehsih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan .

Rp. 0,37 dengan rincian sebagai berikut ;
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan  Rp
b Realisasi

(5) Selish anggaran dengan realisasi pengeiuaran

7.897.953.760,00
Rp 7.507.953.760,37
Selisih lebih Rp 037

Rp. - dengan rincian sebagai
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setel han Rp 30.000.000,000,00
b  Realisasi Rp 30.000.000.000,00
%‘ Selisih Rp
(6} Sehsm anggaran dengan reali neto sejumlah
P 0,37 sebagal berikut :
a. Anggaran pembiay %m perubahan Rp 447,597.953.760,00
b Reali 1sa51 Rp 447.597.953.760,37
Selisih lebih Rp 0,37
\'0 Pasal 4

@ an Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
aksud dalam Pasal 1 huruf b per tanggal 31 Desember

‘ahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp.

¢. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Rp.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp.

e, Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.
Pasal 5

477,597.953.760,37
(477.597.953,760,37)

374.035.308.765,54

374.035.308.765,54

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf ¢ untuk tahun yang berakhir

31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

sampai

dengan



a. Pendapatan Rp. 2.680.909.031.788,63

b. Beban Rp. 2.727.783.832.958,32

¢. Defisit dari Operasi Rp. {46.874.801.169,69)

d. Defisit dari Kegiatan non Operasional Rp. (9.501.690.147,92)

e. Pos Luar Biasa Rp. (710.500.000,00)

. Defisit Laporan Operasional Rp. (53.086.991.317 61)
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d per tanggal 31 Desember Tahun 2023 sebagai

berikut :
*

a. Ekuitas Awal Rp. 4.34T97%72.400,64
b. Defisit Laporan Operasional Rp. 0-5&086.991}317‘61
¢. Dampak Kumulatif Perubahan Kebjjakan/Kesalahan Mendasar R 11.332.281.685,51]
d. Lam-lain Q
e

| 0,00
. Ekuitas Akhir @3 4.283.078.199.397,52

Pas

Neraca sebagaimana dima am Pasal 1 huruf e per

ebagai berikut :
a. Jumlah Aset Rp. 4.361.471.056.408 25
b. Jumlah Kewajiban Rp. 78.392.857.010,73

¢. Jumlah ekuitas 0 Rp. 4,283.078.199.397,52
0 Pasal 8

%rus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
tuk  tahun  yang  berakhir sampai dengan

Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

tanggal 31 Desember Tah

a. Saldo awal kas Rp. 477.624.194.616,80
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 180.776.717.205,82
¢. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (284.339.362.200,65)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. -
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. (24.689.287 43)
f. Saldo akhir kas Rp. 374.036.860.334 54



Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampir

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan N

terdiri dari : o S

a. LampiranI : Laporan Realisasi an (LRA);
Lampiran 1.1 : Ringkasan O Realisasi
Anggaran arut urusan
pemerin daerah dan
organisasi

Lampiran 1.2 n APBD yang

asikan menurut kelompok

an jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

LamJK@Q : Ringkasan APBD menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,

\'0 program, kegiatan, kelompok, dan

jenis pendapatan, belanja, dan
¢ pembiayaan,;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran

@ belanja daerah menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,

program kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran Il : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

¢. Lampiran III : Laporan Operasional

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas

e. LampiranV . Neraca

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas

g. Lampiran VII . Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran VIII  : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
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i.  Lampiran IX : Daftar rekapitulasi  penyisihan
piutang tidak tertagih;

J.  Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir
dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;b
*

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi ko\ <si
dalam pengerjaan; PN

o Lampiran XV : Daftar rekapitulasi a @hya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadang@rah;

; ¢
q. Lampiran XVII : Daftar kewajil @ angka pendek;

o

Lampiran XVIII : Daftar keWgji gka panjang;

s. Lampiran XIX . Daftar \ kegiatan-kegiatan yang
beiselesaikan sampai akhir
@ dan dianggarkan kembali
deflam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran X3 tisar laporan keuangan Badan
% Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Q Daerah;

La@ XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca)
\ Badan Usaha Milik

N Daerah /Perusahaan Daerah;
ampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan

laba/rugi) Badan Usaha Milik

\ ‘ (b Daerah /Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

&
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj.BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU SUSENO ’\6

Diundangkan di Tulungagung O o
pada tanggal 22 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH,

L 4

== &)

—— ’

Drs. TRI HARIADI, M.Si Q
Pembina Utama Madya C

NIP. 19700906 199101 1 001

Tahun 2024 Nomor 1 Seri A

Lembaran Daerah Kabupaten T ulung&

NOREG PERATURAN DAE \QUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 123-2/2024

O
&



